
S A L I N  A N  

GUDERNUR SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 1 TAHUN 2026 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317  ayat (1 )  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum 
APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara 
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan 
DPRD pada tanggal 25 November 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6739); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6739); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6778); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177) ;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

17.  Peraturan Pemerintah Norn or 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
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tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431 ) ;  

23 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 
tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana 
Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 714) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar 
dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
805); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
dan 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 . 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang karena jabatannya berkedudukan juga 
sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi 
Tenggara; 
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2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja 

perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahunan anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang akan keluar dari Kas 

Daerah. 

9. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan 

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat 
yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut 

terbebani kewajiban untuk membayar kembali. 

10. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi 

Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, pemerintah 

daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik 

pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat 

dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok 

pinaman. 
1 1 .  Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 

daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 

12.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

13 .  Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 
14.  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 
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daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah. 

15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang 
sah. 

16.  Pajak Daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

18. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada 

daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai 
keperluaan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang 
tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan 

menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

19.  Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

Pasal 2 

( 1) APBD terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan daerah. 

(2) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 berjumlah Rp4 .130 .243.470.545 ,70 (Empat 
Triliun Seratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh 
Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus 

Empat Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Rupiah) terdiri atas 

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan 
Daerah dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah Rp 4.060.512.339.759,70 

b. Belanja Daerah Rp 4.075.452.562.456,70 

Defisi/Surflus Rp (14.940.222 .697 ,00) 

c. Pembiayaan Daerah 

1 .  Pener imaan Rp 69 .731.130 .786 ,00 
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2. Pengeluaran Rp 54.790.908.089,00 

Pembiayaan Netto Rp 14.940.222.697,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO 

Pasal3 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 

Rp4.060.512.339.759,70 (Empat Triliun Enam Puluh Miliar 

Lima Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan 

Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh 

Rupiah), yang bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer. 

Pasal4 

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.778.529.498.759,70 

(Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima 

Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan 

Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan 

Koma Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

(4) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a 

direncanakan sebesar Rp1.382.002.545.987,00 (Satu Triliun 

Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Juta Lima Ratus 

Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh 

Tujuh Rupiah). 

(5) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf 

b direncanakan sebesar Rp239.304.474.929,00 (Dua Ratus 

Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Juta Empat 

Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh 

Sembilan Rupiah). 

(6) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan 

sebesar Rp90.996.948.543,70 (Sembilan Puluh Miliar 

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus 

Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga 

Koma Tujuh Puluh Rupiah). 

(7) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar 

Rp66.225.529.300,00 (Enam Puluh Enam Miliar Dua Ratus 

Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu 

Tiga Ratus Rupiah). 
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Pasal 5 

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b direncanakan sebesar Rp2.281.982.841.000,00 (Dua 

Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus 

Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu 

Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat. 

Pasal 6 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan 

sebesar Rp4.075.452.562.456,70 (Empat Triliun Tujuh Puluh 

Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus 

Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma 

Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

Pasal 7 

( 1 )  Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar 

Rp3 .099.187 .928.494 ,76 (Tiga Triliun Sembilan Puluh 

Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan 

Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan 

Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Bunga; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf 

a direncanakan sebesar Rp2.292.087.110 .69 1 ,52 (Dua 

Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Puluh 

Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan 

Puluh Satu Koma Lima Puluh Dua Rupiah). 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp754.819.406 .307 ,24 

(Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus 

Sembilan Selas Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus 

Tujuh Koma Dua Puluh Empat Rupiah). 

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c 

direncanakan sebesar Rpl.377.922.966 ,00 (Satu Miliar Tiga 

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh 

Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). 
(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d 

direncanakan sebesar Rp50.853.488.530,00 (Lima Puluh 
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Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus 

Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah). 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh 

Juta Rupiah). 

Pasal 8 

( 1 )  Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 hurufb direncanakan sebesar Rp302.592.700.420,00 (Tiga 

Ratus Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta 
Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah), yang 

terdiri atas: 
a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung; 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf a direncanakan sebesar Rpl2.970.000.000,00 (Dua 

Betas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp40.991.028.412 ,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus 

Sembilan Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat 

Ratus Dua Betas Rupiah). 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar 

Rp l 38.714 .576 .184 , 40 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar 
Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh 

Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Koma Empat 

Puluh Rupiah). 

(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar 
Rp90.633.793 .613,60 (Sembilan Puluh Miliar Enam Ratus 

Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu 

Enam Ratus Tiga Betas Koma Enam Puluh Rupiah). 

(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 )  huruf e direncanakan sebesar 
Rpl9.283 .302.210 ,00 (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus 

Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus 
Sepuluh Rupiah). 

Pasal9 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rpl0.075.752.665,40 
(Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima 
Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Koma Empat 

Puluh Rupiah). 
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Pasal 10 
(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar 
Rp663.596.180.876,54 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Miliar 
Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan 
Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Lima 
Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Bagi Hasil; dan 
b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a direncanakan sebesar Rp655.596.180.876,54 (Enam 
Ratus Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh 
Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus 
Tujuh Puluh Enam Koma Lima Puluh Empat Rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 
(Delapan Miliar Rupiah). 

Pasal 1 1  

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang 
terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 12 

( 1 )  Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar 

Rp69.731.130.786,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh 
Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tujuh 
Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang hanya terdiri dari 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya. 

Pasal 13 
( 1 )  Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar 
Rp54.790.908.089,00 (Lima Puluh Empat MiliarTujuh Ratus 
Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Delapan 
Puluh Sembilan Rupiah), yang hanya terdiri dari Pembayaran 
Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo. 

Pasal 14 
(1 )  Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan 

Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya 

surplus/(defisit) sebesar Rp (14.940.222.697 ,00 )  (Minus 
Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Dua 
Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh 
Tujuh Rupiah). 
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(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penenmaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 

direncanakan sebesar Rp14.940.222.697,00 (Empat Belas 
Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua 
Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). 

dasar 

dalam 
daerah dalam rangka pelayanan 
yang anggarannya belum tersedia masyarakat 

Pasal 15 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/ a tau pengeluaran melebihi 
pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang 

selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan 
penyesuaian mendahului Perubahan APED TA. 2026, dengan 

cara merubah Perkada tentang Penjabaran APED TA. 2026, 
dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang 

selanjutnya ditampung pada Perubahan APED TA. 2026 bagi 

daerah yang melaksanakan Perubahan APED TA. 2026 dan 
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah 

yang tidak melakukan Perubahan APED TA. 2026. 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/ a tau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau; 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

meliputi: 
a. kebutuhan 

yang berada diluar kendali 
dan tidak dapat diprediksikan Daerah Pemerintah 

tahun anggaran berjalan; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­ 

undangan; dan/ a tau 
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 16 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini terdiri dari: 
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Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

Rincian APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 

Kegiatan Beserta Sub Keluaran; 

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 

SPM; 

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD 

Dengan APBD; 

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan 

Peraturan Daerah Tentang APBD; 

Sikronisasi Program Prioritas Nasional 

dengan Program Prioritas Provinsi; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 

dan Investasi Daerah Lainnya; 

m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset 

Lain-Lain; 

n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran 

Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan 

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 

Anggaran Yang Direncanakan; 

o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; 

p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

a. Lampiran I 

b. Lam piran II 

c. Lampiran III 

I. Lampiran IX 

J Lampiran X 

k. Lampiran XI 

I. Lampiran XII 
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Pasal 17 
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi 

Tenggara tentang Penjabaran APBD sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Ditetapkan di Kendari 

pada tanggal 9 - 1 -  2026 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ANDISUMANGERUKKA 

Diundangkan di Kendari 

pada tanggal 9 - 1 - 2 0 2 6  

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ASRUN LIO 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2026 NOMOR 1 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA ( 1 -12/2026)  

Salinan sesuai dengan aslinya 
-. ­  
,  ,,  

/ .  

/ e s  
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